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ABSTRAK 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada rumah tangga yang 

tergolong miskin dan rentan terhadap risiko sosial. Namun, pada kenyataannya di 

beberapa wilayah ada beberapa keluarga yang termasuk dalam rumah tangga 

mampu mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam ekonomi Islam 

menghendaki pembagian suatu barang/kekayaan didistribusikan kepada pihak–

pihak yang berhak menerima. Pendistribusian kekayaan yang tidak adil dan merata 

akan menimbulkan peningkatan kemiskinan dan kriminalitas. Sedangkan 

pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak adil dan sesuai 

ketentuan perundangan akan menimbulkan konflik. Oleh karena itu penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor penyebab “orang mampu 

mendapatkan bantuan BPNT dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum 

Positif terhadap proses pendistribusian BPNT di Padukuhan Mayangan Desa 

Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman   

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum Islam 

dengan menggunakan metode studi lapangan. Lokasi penelitian pada padukuhan 

Mayangan dan agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Toko Weepee yang 

berada di wilayah tersebut. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan 

wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan tidak sesuai dengan Pedoman Umum 

Program Sembako danPeraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2918 tentang 

Penyaluran Bnatuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin dan rentan 

terhadap resiko sosial.  Di padukuhan Mayangan masih banyak Keluarga Penerima 

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) yang termasuk golongan 

keluarga mampu. Namun, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan aturan 

tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: tidak relevannya data 

penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kurang sosialisasi kepada penerima 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

mengakui bahwa kondisi rumah tangganya sudah tergolong mampu, ketidakjelasan 

kriteria keluarga miskin di Padukuhan Mayangan, adanya unsur kepentingan dari 

perangkat padukuhan setempat, dan adanya  kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, 

pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan tidak 

sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pendistribusian Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) mengandung unsur nepotisme dan kolusi yang dilarang oleh 

hukum Islam.  
 

 

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Positif, dan Hukum Islam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk kepada, 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

̣ hậ’ H ح hạ (dengan titik di bawah)  

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

̣ Sậd S ص es (dengan titik di bawah) 

̣ Dậd D ض de (dengan titik di bawah) 

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

̣ zậ’ Z ظ zet (dengan titik dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ
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 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 
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كرامةءالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri الفطرزكاة

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa’ala 

 ـِ

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Usụ̂l 
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F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya’ mati 

 الزحيلي

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

سالشم  Ditulis Asy-Syams 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

̣ Ditulis Żawî al-Furûd الفروضذوي

لسنةأهلا  Ditulis Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal di seluruh dunia termasuk Indonesia 

yang merupakan salah satu dari negara berkembang. Kemiskinan telah 

menyebabkan jutaan keluarga tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan dalam 

membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi yang menyebabkan 

terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan. Berbagai teori dan pengembangan terus 

dilakukan untuk masalah ini. Krisis telah membawa Indonesia dalam peningkatan 

angka kemiskinan terutama sebagai efek adanya krisis moneter. Dalam batang 

tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat” serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa “ 

fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.1 

Kepedulian pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan tersebut tertuang 

dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung. Dalam 

Peraturan tersebut di pasal 1 ayat 1 menyebutkan penangangan fakir miskin adalah 

upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, 

pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta 

fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Melalui peraturan 

                                                           
1 Undang – Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Pasal 33 ayat (3) dan 34. 
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menteri tersebut kemudian muncul inovasi program Bantuan pangan Non Tunai ( 

BPNT).2 

BPNT adalah bantuan sosial pangan non tunai dari pemerintah yang diberikan 

kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme 

akun elektonik yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung 

yang sudah ditunjuk oleh bank untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

program BPNT tersebut.3 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini mulai ada di 

Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada akhir Tahun 

2018. 

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebagai pengembangan dan 

transformasi dari Beras untuk keluarga Sejahtera (Rastra). Pengembangan bantuan 

pangan ini untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, tepat 

waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan 

memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga, 

dan tempat membeli bahan pangan.4 

Pendistribusian merupakan proses penyampaian barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen dan para pemakai jasa. Proses pendistribusian pada dasarnya 

menciptakan faedah waktu, tempat, dan pemindahan hak milik. Dalam menciptakan 

ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu 

                                                           
2 Ika Surya Kharismawati., “ Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui E-

Warung di Kelurahan Sidosermo kecamatan Wonocolo”, diterbitkan oleh UNESA tahun 2017, hlm 

3 

 
3 Benny Rachman dkk, Efektivitas dan Prespektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera 

(RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 

16 Nomor 1, (Bogor : 2008), hlm 2 

 
4 Pedoman Umum Program Sembako 2020, hlm 1 
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lembaga yang berfungsi sebagai saluran pendistribusian dan kegiatan penyaluran 

barang. 

Ekonomi Islam menghendaki suatu barang didistribusikan ke pada pihak yang 

berhak menerima secara merata. Selain itu, ekonomi islam memiliki kebijakan 

dalam distribusi pemasukan, antara unsur – unsur produksi maupun antara individu 

masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem 

jaminan sosial juga diatur dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam 

harta pribadi terdapat hak – hak orang lainyang harus ditunaikan.5 Sebagaimana 

firman Allah :6 

لِهِمۡ حَق ّٞ ل ِلسَّائٓلِِ وَٱلۡمَحۡرُومِ  ٩١وَفِيٓ أمَۡوََٰ  

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam yang memiliki harta lebih tidak 

selayaknya harta itu di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab 

di dalam harta tersebut terdapat hak untuk masyarakat yang membutuhkan. Bagi 

umat Islam yang memiliki harta lebih ada kewajiban untuk mendistribusikan 

sebagian harta tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam ayat lain, 

Allah berfirman :7
  

رۡ تبَۡذِيرًا وَءَاتِ ذاَ ٱلۡقرُۡبَىَٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱ ٦٢بۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلََ تبُذَ ِ  

طِينِِۖ وَكَانَ ٱلشَّ  نَ ٱلشَّيََٰ رِينَ كَانوُٓاْ إخِۡوََٰ نُ لِرَب هِۦِ كَفوُرٗا إِنَّ ٱلۡمُبذَ ِ ٦٢يۡطََٰ  

                                                           
5 Idri, Hadis Ekonomii dalam perspektif Hadis Nabi, ( Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005), 

hlm. 130-131. 

 
6 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan, ( Jakarta Timur : Lajnah Pentasih Mushaf 

Al – Qur’an, 2002), hlm. 522. 

 
7 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan, ( Jakarta Timur : Lajnah Pentasih Mushaf 

Al – Qur’an, 2002),hlm. 285. 
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Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai ini dilakukan melalui e-warung atau 

biasa disebut masyarakat sebagai agen Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). E-

warung ini adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan 

Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan 

Pangan Non-Tunai oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini Dinas 

Sosial Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Bank Mandiri. Setiap anggota KPM 

(Keluarga Penerima Manfaat) berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan 

yang akan dibeli dengan dana sembako. Dalam hal ini bahan pangan yang dapat 

dibeli dengan dana sembako pun telah diatur yaitu berupa bahan pokok yang tidak 

termasuk dalam olahan pabrik seperti beras, sayur, buah, ayam, telur, daging sapi, 

dan lain-lain.8 

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan kebebasan untuk memilih 

di agen mana mereka akan mencairkan Bantuan Pangan Non-Tuinai (BPNT) 

tersebut dengan menggunakan Kartu Kombo. Kartu Kombo adalah instrumen 

pembayaran yang memiliki fitur uang eletronik dan tabungan yang dapat digunakan 

sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga 

sejahtera.9 Salah satu toko yang ditunjuk untuk menjadi agen pendistribusian 

Bantuan Pangan Non-Tunai di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman adalah Toko WeePee. Bantuan Pangan Non-Tunai yang 

diterima setiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai tahun 2020 ini 

                                                           
8 Pedoman Umum Program sembako 2020, hlm 80. 

 
9 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-

Tunai, hlm 4. 
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senilai Rp. 150.000 dan untuk periode Februari – Desember 2020 menjadi Rp. 

200.000.10 

Namun, pada kenyataannya di Padukuhan Mayangan ini pendistribusian 

Bantuan Pangan  Non –Tunai (BPNT) masih belum sesuai dengan kriteria Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) karena masih banyak masyarakat yang tergolong mampu 

terdata dan  menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan kisaran kurang 

lebih 40%, sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2008 

Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai dijelaskan bahwa yang berhak 

menerima bantuan tersebut keluarga miskin saja. Seperti halnya kasus di 

Majalengka, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana 

membenarkan banyaknya keluarga sejahtera yang masih mendapatkan bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH).11 Selain itu untuk wilayah Padukuhan 

Mayangan kasus seperti ini dapat diamati di Toko Weepee ketika proses pencairan 

sedang berlangsung. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong 

mampu mendapatkan Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT) seperti lansia tetapi 

anaknya tergolong mampu memiliki mobil, orangtua dari perangkat desa setempat 

padahal tinggal serumah, saudara dari perangkat desa di data dan menerima bantuan 

padahal tergolong mampu, bahkan ada beberapa orang penerima bantuan yang 

memiliki mobil. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan rasa iri 

antar masyarakat dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).  Toko 

                                                           
10 Setyo Pramono, S.E, Pemilik Toko Weepee, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2020, Jam 15.00-

15.30 WIB. 

 
11 Gunakan Data 2015 Banyak Penerima PKH dan BPNT Kini Salah Sasaran, “Tim Pikiran 

Rakyat”. 14 Maret 2019. 
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Weepee ini salah satu agen yang memiliki peminat terbanyak di Desa Trihanggo 

dan terletak di wilayah Padukuhan Mayangan. Dalam setiap periode pencairan bisa 

mencapai 500-600 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Atas dasar uraian di atas maka penelitian mengenai pendistribusian Bantuan 

Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan perlu dilakukan, karena di 

khawatirkan terjadinya ketidak merataan dan ketidak adilan dalam proses 

pendistribusiannya. Mengingat dengan adanya program sembako ini dapat 

membantu meringankan beban rakyat dalam hal pangan. 

Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh di antara sesama saling memakan 

harta denga jalan yang batil. Sedangkan, dalam Ekonomi Islam dijelaskan adanya 

prinsip pendistribusian yaitu salah satunya prinsip keadilan dan pemerataan. 

Keadilan merupakan prinsip pokok dalam setiap kehidupan termasuk juga dalam 

aspek ekonomi.12 Pelaksanaan pendistribusian bertujuan untuk saling memberikan 

manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Selain itu,tujuan terpenting dalam 

pendistribusian adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan 

menumbuhkan solidaritas di dalam masyarakat muslim dan mengikis sebab – sebab 

kebencian dalam hidup bermasyarakat sehingga keamanan dan ketentraman 

terealisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada 

kemiskinan dan meningkatnya tindak kriminal.13 Seperti firman Allah :14 

                                                           
12 Idri, Hadis Ekonomii dalam Perspektif Hadis Nabi, ( Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005), 

hlm. 150. 

 
13 Rozalinda, Teori dan Aplikasinya pada Aktivis Ekonomi, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 141. 

 
14 http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html, diakses pada 30 Desember 2020 

pukul 20.00. 

http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html
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ٓ أهَۡلِهَا وَإذِاَ حَكَمۡتمُ بيَۡنَ ٱلنَّاسِ أنَ تحَۡكُمُواْ  تِ إلَِىَٰ نََٰ بِٱلۡعدَۡلِِۚ إِنَّ ٱللَّهَ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّواْ ٱلۡۡمَََٰ

ا بَ  ا يعَِظُكُم بهِِٓۦۗٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعََۢ ٨٥صِيرا نعِِمَّ  
Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh 

mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan 

Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (Studi kasus Padukuhan Mayangan, 

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 

Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap proses 

pendistribusian BPNT di Padukuhan Mayangan Desa Trihanggo, Kecamatan 

Gamping, Kabupaten Sleman? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

a. Menjelaskan proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 

di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. 
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b. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan 

Mayangan, Kecamatan Gmaping, Kabupaten Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, untuk memberikan informasi tentang tata cara 

Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai ( BPNT) di Padukuhan 

Mayangan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. 

b. Secara praktis, untuk dijadikan bahan pelajaran, referensi atau tambahan 

informasi bagi masyarakat tentang praktik pendistribusian Bantuan 

Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif. 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai pendukung dalam meganalisa permasalhan di atas, ada beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dan rujukan untuk menyelesaikan 

penelitian agar tidak terjadi kesamaan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

proses penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di antaranya adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah, hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa pendistribusian bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Dusun Gampolan 

tidak tepat sasaran yaitu warga yang mampu pun mendapatkan Bantuan Pangan 

Non-Tunai (BPNT). Namun hal ini masih diabaikan karena beberapa faktor yang 

ada seperti kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima masyarakat mengenai 
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Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sehingga tidak sejalan dengan prisnip 

pendistribusian dalam Islam.15 

Hasil penelitian Ahda Sulukin Nisa menyebutkan bahwa pendistribusian 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)  di desa Merak Batin Kecamatan Natar, 

Lampung Selatan belum berjalan dengan baik dalam hal ini, keluarga yang mampu 

juga menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), selain itu dengan adanya 

program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini tidak berpengaruh terhadap 

kesejahteraan penerimanya.16 

Hasil penelitian Eko Yudianto Yunus menyebutkan bahwa implementasi 

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota 

Probolinggo ada satu tujuan yang belum berjalan dengan semestinya yaitu 

meningkatkan ketepat sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu perlu adanya transparansi dan 

pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan sumber daya dana yang 

sudah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai 

(BPNT).17 

                                                           
15 Nur Halimah, “ Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Prespektif Hukum 

Positif dan Hukum Islam ( Studi Kasus di Dusun Gempolan RT 17 Desa Tegaldowo Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen), Skripsi, diterbitkan IAIN Surakarta, 2019. 

 
16 Ahda Sulukin Nisa, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa 

Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan),Skripsi, diterbitkan UIN Raden Intan 

Lampung, 2019. 

 
17 Eko Yudianto Yunus, Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tuinai (BPNT) di 

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jurnal Reformasi ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-

6864, Volume 9 Nomor 2, 2019. 
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Berdasarkan beberapa penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan 

ini, penelitian ini berbeda dengan penelitian lain terdahulu. Yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu, di antaranya: 

1. Lokasi penelitian di Padukuhan Mayangan Desa Trihanggo Kecamatan 

Gamping Kabupaten Sleman. 

2. Fokus penelitian ini terhadap proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT). 

3. Penelitian ini membahas mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-

Tunai dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. 

E. Kerangka Teoritik 

Bantuan Pangan Non-Tunai yang kemudian disingkat BPNT adalah bantuan 

sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank 

selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.18 

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang masuk dalam kategori sangat 

miskin (termasuk penerima PKH) dan kategori miskin (non PKH).19 

Adapun tujuan dari Bantuan Pangan Non-Tunai adalah : 

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui 

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. 

                                                           
18 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 

Nontunai, hlm 3. 

 
19 Benny Rachman, dkk, Efektivitas dan Prespektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera 

(RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, vol. 16, 

1 Juni 2018, hlm 5. 
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2. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, 

tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. 

4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

Kemudian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini memiliki manfaat 

untuk : 

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosia; dan 

penanggulangan kemiskinan. 

2. Meningkatkan transaksi nontunai. 

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. 

4. Meningkatknya efisiensi penyaluran bantuan sosial. 

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan 

kecil di bidang perdagangan.20 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini disalurkan  di lokasi dengan 

kriteria : 

1. Tersambung dengan jaringan internet. 

2. Terdapat e-warung di daerah tersebut. 

                                                           
20 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-

Tunai, hlm.4. 
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3. E-warung sebagai penyalur Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang – undangan.21 

Peserta Bantuan Pangan Non-Tunai disyaratkan sebagai Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir 

Miskin. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 

meliputi kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap 

risiko sosial dan diutamakan dari peserta Program Keluarga Harapan.22 

Sistem ekonomi Islam menghendaki  dalam pendistribusian harus berdasarkan 

dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan dalam hal ini 

adalah kebebasan bertindak yang di bingkai oleh nilai – nilai agama, sedangkan 

keadilan adalah keseimbangan antara individu dengan unsur materi, keseimbangan 

individu dengan masyarakat, serta keseimbangan antara suatu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya.23 Sesungguhnya kebebasan tidak terbatas yang dianut ekonomi 

kapitalis akan menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan produksi 

dengan hak-hak orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam 

jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang 

menyebabkan hancurnya tatanan sosial. 

Islam menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang 

miskin yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin sehingga harta 

                                                           
21 Ibid...,hlm. 5. 

 
22 Pedoman Umum Program Sembako 2020, hlm. 7. 

 
23 Marabona Munthe, M.E. Sy, Konsep Distribusi Dalam Islam, Jurnal Syariah, Vol. 2 No. 1, 

April 2014, hlm. 76 
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tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya sedangkan orang-orang 

miskin hidup dalam kekurangan. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al – Qur’an :24 

كِينِ  مَىَٰ وَٱلْمَسََٰ
سُولِ وَلِذِى ٱلْقرُْبَىَٰ وَٱلْيَتََٰ آ أفََاءَٓ ٱللَّهُ عَلَىَٰ رَسُولِهۦِ مِنْ أهَْلِ ٱلْقرَُىَٰ فلَِلَّهِ وَلِلرَّ مَّ

كُمْ  سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََىَٰ كُمُ ٱلرَّ  بيَْنَ ٱلْۡغَْنيَِاءِٓ مِنكُمْ ِۚ وَمَآ ءَاتىََٰ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لََ يكَُونَ دوُلةًََۢ

 عَنْهُ فٱَنتهَُوا۟ ِۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّهَ ِۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

Dalam islam juga di larang memakan harta sebagian kalian kepada sebagian 

yang lainnya tanpa didasari kebenaran kecuali telah sesuai dengan syariat islam dan 

saling rida keduanya. Sebagaimana firman Allah :25 

رَةً عَن ترََ  ٓ أنَ تكَُونَ تجََِٰ طِلِ إِلََّ لكَُم بيَۡنكَُم بٱِلۡبََٰ ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوََٰ نكُمِۡۚ وَلََ تقَۡتلُوُٓاْ يََٰ اض م ِ

٦١أنَفسَُكُمِۡۚ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ بكُِمۡ رَحِيما   
Prinsip pemerataan dan keadilan distribusi dalam islam memiliki makna yaitu: 

1. Kekayaan tidak berpusat pada sekelompok orang saja tetapi dibagikan secara 

merata keseluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan 

dalam mencapai kekayaan. 

2.  Hasil – hasil produksi nasional harus dibagi secara adil dan merata. Seperti 

firman Allah :26 

ٓ أهَۡلِهَا وَإذِاَ حَكَمۡتمُ بيَۡنَ ٱلنَّاسِ أنَ تحَۡكُمُواْ  تِ إلَِىَٰ نََٰ بِٱلۡعدَۡلِِۚ إِنَّ ٱللَّهَ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّواْ ٱلۡۡمَََٰ

ا بصَِيرا  ا يعَِظُكُم بهِِٓۦۗٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعََۢ ٨٥نعِِمَّ  
                                                           

24 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan, ( Jakarta Timur : Lajnah 

PentasihMushaf Al – Qur’an, 2002), hlm. 547. 

 
25Ibid..., hlm. 84. 
26 http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html, diakses pada 30 Desember 2020 

pukul 20.00. 

 

http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html
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3. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melebihi batas 

wajar apalagi yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi, Islam melarang adanya penimbunan 

harta (ihtikar) dan memerintahkan untuk membelanjakan demi kesejahteraan 

bersama.27 

4. Islam menganjurkan agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya. 

Seperti firman Allah :28 

كِينِ  مَىَٰ وَٱلْمَسََٰ
سُولِ وَلِذِى ٱلْقرُْبَىَٰ وَٱلْيَتََٰ آ أفََاءَٓ ٱللَّهُ عَلَىَٰ رَسُولِهۦِ مِنْ أهَْلِ ٱلْقرَُىَٰ فلَِلَّهِ وَلِلرَّ مَّ

كُمْ  سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََىَٰ كُمُ ٱلرَّ  بيَْنَ ٱلْۡغَْنيَِاءِٓ مِنكُمْ ِۚ وَمَآ ءَاتىََٰ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لََ يكَُونَ دوُلةًََۢ

 عَنْهُ فٱَنتهَُوا۟ ِۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّهَ ِۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

 Dimana dalil ini menjadi legitimasi bahwa dalam ekonomi halal tidak boleh 

ada unsur pemiskinan manusia lain, oleh karena itu, orang kaya harus 

mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk orang lain yang 

membutuhkan. 

5. Islam melarang memakan harta fakir miskin. 

 

F. Metode Peneitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan 

                                                           
27 Idri, Hadis Ekonomii dalam Perspektif Hadis Nabi, ( Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005), 

hlm. 151 

 
28 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan, ( Jakarta Timur : Lajnah 

PentasihMushaf Al – Qur’an, 2002), hlm. 547. 
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norma yang terkandung dalam hukum Islam antara lain bersumber dari al – 

Qur’an, al – Hadis, dan kaidah – kaidah dalam hukum Islam dan Hukum Positif 

yang relevan dengan masalah tersebut. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena 

wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif.30 Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 

kepada informa guna menggali informasi dari informa. Adapun pihak yang 

akan menjadi informa dalam penelitian ini di antaranya pihak Agen Toko 

WeePee dan Pendamping Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) wilayah 

Padukuhan Mayangan. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini 

adalah wawancara secara mendalam (indept interview) diharapkan peneliti 

mendapatkan informasi mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-

Tunai, jumlah pengguna jasa dan informasi – informasi lain yang terkait 

dengan objek penelitian. 

 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini, karena dengan melakukan observasi, peneliti dapat seacara 

                                                           
30 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, cet. Ke- 1, 

(Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211. 
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langsung melihat dan mengamati proses pendistribusian Bantuan pangan 

Non-Tunai (BPNT) di Agen Toko WeePee. Dalam observasi ini peneliti 

bertindak sebagai pengamat aktif, jadi peneliti tidak hanya mengamati 

proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melainkan ikut 

serta dalam kegiatan pendistribusiannya di agen. Observasi ini dilakukan 

agar peneliti memperoleh data secara langsung dalam pendistribusian 

Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) serta penyimpangan yang mungkin 

terjadi dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di 

Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. 

5. Metode Analisis Data  

Teknik analisa yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles and Huberman. Oleh 

karena itu, analisis data dalam penelitian ini meliputi:  

a. Data reduction (reduksi data), yakni merangkum, memilih hal-hal pokok 

dan memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data lapangan telah 

diperoleh dan mencari polanya. 

b.  Data display  (Penyajian data), yakni menampilkan data yang telah 

direduksi yang sifatnya sudah terorganisir dan mudah dipahami. Data 

dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata dari 

kutipan wawancara dan gambar dengan maksud menjaga keorisinalitas 

data. 

c. Conclution drawing/verification (kesimpulan), yakni akumulasi dari 

kesimpulan awal yang disertai dengan bukti-bukti valid dan konsisten 
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(kredibel), sehingga kesimpulan dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan 

untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, 

bab satu dengan lainya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. 

Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah 

pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini: 

Bab I, pendahuluan, yang menjadi gerbang utama untuk memahami ini. 

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, Gambaran umum tenteng proses pendistribusian Bnatuan Pangan 

Non-Tunai (BPNT) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, berisi tentang 

pengertian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tujuan dan manfaat Bantuan 

Pangan Non-Tunai (BPNT), ketentuan dan persyaratan yang berhak menerima 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT), dan mekanisme penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai. Kemudian secara 

hukum Islam mengenai pengertian, tujuan, kriteria, dan prinsip – prinsip distribusi 

dalam Islam. 

Bab III, menggambarkan tentang gambaran umum Padukuhan Mayangan 

serta proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 
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Bab IV, berisi tentang analisa proses pendistribusian Banuan Pangan Non-

Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangansecara Hukum Positif dan Hukum Islam. 

Bab V, penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat 

kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang 

relevan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permaslahan 

yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan 

tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako danPeraturan 

Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berhak 

menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang tergolong miskin dan rentan terhadap resiko sosial.  

2.  Di padukuhan Mayangan masih banyak Keluarga Penerima Manfaat 

Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) yang termasuk golongan keluarga 

mampu. Namun, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan aturan 

tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: 

a. Tidak relevannya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

b.  Kurang sosialisasi kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakui bahwa kondisi rumah 

tangganya sudah tergolng mampu. 

d. Ketidakjelasan kriteria keluarga miskin di Padukuhan Mayangan. 

e. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga adanya kepentingan 

dari pihak padukuhan setempat. 
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Kurang meratanya dan kurang adilnya pendistibusian Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) ini juga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dalam Islam 

yaitu prinsip keadilan. 

3. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan 

tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pendistribusian 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengandung unsur nepotisme dan kolusi 

yang dilarang oleh hukum Islam.  

B. Saran 

Adapun saran – saran yang dianjurkan peneliti pada pada permasalahan 

yang diajukan pada skripsi ini: 

1. Hendaknya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selalu 

diperbarui dan dilakukan survey lanjutan. Survey ini dilakukan secara 

langsung mendatangi kediaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar 

mengetahui kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Selain itu, survey 

dilakukan minimal 4 bulan sekali sembari mengontrol Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) untuk mengetahui dengan adanya Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) ini menambah kesejahteraannya atau tidak. Selain itu 

dengan adanya survey langsung tersebut diharapkan kesadaran masyarakat 

yang mampu dan menerima Bantuan Non Tunai (BPNT) mengundurkan 

diri sehingga dapat digantikan oleh keluarga lain yang benar – benar 

membutuhkan. Dalam hal ini, peugas survey pun harus dari luar wilayah 

padukuhan Mayangan, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif 

dari masyarakat yang lain. 
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2. Dilakukan sosialisasi secara mendetail mengenai Bantuan pangan Non 

Tunai (BPNT) sehingga tidak terjadi kesalah pahaman informasi mengenai 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

3. Hendaknya perangkat desa segera menetapkan kriteria keluarga miskin 

dan rentan terhadap risiko sosial secara jelas, sehingga tidak ada 

kebingungan di masyrakat mengenai kategori keluarga miskin atau tidak 

miskin. Karena ketidakjelasan kriteria ini menimbulkan konflik sosial di 

masyarakat. Dengan adanya kriteria keluarga miskin yang jelas, apabila 

dilakukan survey langsung ke tempat penerima Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) petugas survey tidak kesulitan mengkategorikan keluarga 

tersebut miskin atau tidak miskin. 
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN 

Hal Nomor Footnote Ayat Al-Qur’an Terjemah 

3 dan 

37 

6 dan 50 Qs. Adh-Dhariyat 

:19 

Dan pada harta benda mereka 

ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin 

yang tidak meminta. 

3 7 Qs. Al – Isra : 26-

27 

Dan berikanlah haknya kepada 

kerabat dekat, juga kepada 

orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan, dan 

janganlah kamu menghambur – 

hamburkan hartamu secara 

boros. Sesungguhnya orang – 

orang yang pemboros itu adalah 

saudara setan dan setan itu 

sangat kufur kepada Tuhannya. 

13, 

14, 

dan 

61 

24, 28, dan 85 Qs. Al – Hasyr : 7 Harta rampasan (fa’i) dari 

mereka yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (yang 

berasal) dari penduduk 

beberapa negeri, adalah untuk 

Allah, Rasul, kerabat (Rasul), 

anak – anak yatim, orang – 

orang miskin dan untuk orang – 

orang dalam perjalanan. Agar 

harta itu jangan hanya beredar 

di antara orang – orang kaya 

saja di antaramu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu 

terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya maka 

tinggalkanlah. Dan bertaqwalah 

kepada Allah, sungguh Allah 

sangat keras hukuman-Nya. 

13 25 Qs. An – Nisa : 29 Wahai orang – orang yang 

beriman! Jangan lah kamu 

saling memakan harta sesamu 

dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh 

Allah Maha Penyayang 

kepadamu. 
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39 54 Qs. An – Nisa : 5 Dan janganlah kamu serahkan 

kepada orang – orang yang 

belum sempurna akalnya, harta 

(mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok 

kehidupan, berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah 

kepada mereka kata – kata yang 

baik. 

41 59 Qs. An – Nahl : 90 Sesungguhnya  Allah 

menyuruh kamu berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, 

memberi bantuan kepada 

kerabat, dan Dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. 

Dia memberi 

pengajarankepadamu agar 

kamu dapat mengambil 

pelajaran. 

6, 13, 

dan 

64 

14, 26, dan 87 Qs. An – Nisa : 58 Sesungguhnya Allah menyuruh 

kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhsk 

menerimanya, dan (menyuruh 

kamu ) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran 

yang sebaik –mbaiknya 

kepadamu. Sesungguhnya 

Allah maha melihat lagi maha 

mendengar. 
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